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Abstrak
 

Tesis ini membahas reformasi birokrasi bidang tata laksana terkait standar operasional prosedur di

lingkungan Kementerian Sosial. Tesis ini menggunakan metode peneilitian yuridis normatif. Bagaimana

kebutuhan PNS di lingkungan Kementerian Sosial penggunaan SOP sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2012 serta bagaimanakah hukuman yang sebaiknya diterapkan terhadap

pelanggaran SOP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010? Keberadaan SOP bagi PNS

merupakan pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan secara lebih efektif dan efisien.

Keberadaan SOP tersebut membuat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PNS menjadi lebih terukur

dan dapat dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. SOP yang telah disusun dan ditetapkan tersebut juga

sebagai pelindung bagi aparatur bagi terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya tuduhan melakukan

penyelewengan. Hukuman yang diterapkan terhadap pelanggaran SOP adalah hukuman disiplin yang

mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dengan melihat seberapa besar dampaknya

terhadap organisasi. Kementerian Sosial perlu menyusun perencanaan yang lebih matang dan terintegrasi

lintas sektor. Selain itu Kementerian Sosial juga perlu mengadakan sosialisasi dan internalisasi terkait SOP

secara reguler dan periodik.

<hr>This thesis discussed bureaucracy reform in Ministry of Social Affairs related to standard operational

procedures. This thesis used normative juridicial research. How is the need of civil servants in the Ministry

of Social Affairs using SOP as regulated in the Regulation of the Minister of Social Affairs No. 32 of 2012

and how the penalties should be applied to the violation of SOP rsquo s based on Goverment Regulation No

53 of 2010 The existence of SOP is a guide of for more effectivly and efficiently civil servant activities.

With the presence of SOP the civil servants acitivies become more measurable and evaluatable. SOP could

be protector for civil servant for the posibility of allegations abuse. The penalty could be applied to SOP

violation based on the disciplinary punishment which refers to Government Regulation Number 53 of 2010

by seeing how bid its impact to the organization. The Ministry of Social Affairs needs to develope a more

mature and integrated plan among sectors. In addition, the Ministry of Social Affairs also needs to hold

socialization and internalization related to SOP regularly and periodically.
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